
Mengingat 

BUPJ\TI BOLAANG MONGONDOW, 

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan 
perkembangan administrasi dan kebijakan 
Pemerin tah Daerah maka dipandang perlu 
rnelakukan peru bahan atas Peraturan Bu pati 
Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri 
Sipil, Serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 
Anggaran 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Bu pati ten tang Peru bahan atas Peraturan 
Bupati Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, 
Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak Tetap di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sul:iw(·si 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 1q:-,;q 
Nornor 74, Tambahan Lcmbaran N<'gar:1 l~<'p11l,lik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nornor 28 Tahu n I()()() 1<'flla1111• 

Penyelenggaraan Negara yang Bcrsih clan I kl>w·; duri 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbarun Nc~gnr:1 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7S, 
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Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RcpLiblik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamhahnn 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor .,uss): 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20(YI 1<'111:11w, 
Perimbangan Keuangan antara Pcmerintnh I '11s:11 d.111 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara l~qn1 hlik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, T:11i1l>alla11 
Lernbaran Negara Republik Indonesia No111or 4.,1~~8); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 I I 1.t·11u1.ng 
Pembentukan Peraturan Perunclang-Undnngan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubfik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), 
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Namm· 9 Tahu n 20 IS 
tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Namm· 5679) ; 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Namm· 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indcnesia Nomor 4415) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nornor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 



Tahun Anggaran 2017; 

Standar Biaya M::1suk:111 
Nornor Keuangan 14. Peraturan Menteri 

33/ PMK. 02/2016 ten tang 
Tahun Anggaran 2017; 

15. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Norrror 1 :-1 'l\1.h1111 
2006 tentang Pedornan Pengclolaar: l,<·1.1:111g:111 
Daerah sebagairuana tclah bebcrapa kuli diu huh 
terakhir dengan Pera tu ran Men tcri Dulnm Nq.•,<·1·i 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahnn l..:<"cl1.1:1 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or I J 
Tahun 2006 tentang Pedornan Pengclolaan Kcunng:111 
Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nornor I Trihun 
2014 tentang Pernbentukan Produk Hukum Dacrah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20'14 
Nomor 32); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahim 
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dart Belanja Daerah (APBD) Tahuri 
Anggaran 201 7; 

18-. Peraturan Daerah Kabupaterr Bolaang Mongond'ow 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Pcratu ran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembent.ukan clan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bo1aang Mongondow 
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tarn bah an Lem baran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); · 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 
Pegawai Tidak Tetap; 



1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
c. Bagi Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil 

Bupati. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan SPT 
ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum; 

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
d. Bagi pejabat eselon II di Lingkungan Sekretariat Dacrah , SPT 

di tandatangani oleh Bu pati a tau W akil Bu pa ti. Da Jam hn I Hu p: II i 
atau Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani olch Sckr<'1:iris 
Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah Bcrhalanuan SI 'T 
ditandatangani oleh Asisten Sekrct:aris Dae rah; 

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e diu bah schingga bcrbu nvi s<'I 1.ig: ii 
berikut: 
e. Bagi pejabat Eselon II lainnya dilingkungan Pemerintah Dncruh , SI ''I' 

ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dalarn h,il I +u p:11 i 
atau Wakil Bupati berhalangan SJYI' ditandatangani olch Sckrct:1ris 
Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SJYJ' 
ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, dan untuk Surat 
Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang 
bersangku tan; 

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
g. Bagi pejabat Eselon III, Eselon IV dan PNS/tenaga sipil Iainnya 

dilingkungan Sekretariat. Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris 
Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT 
ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah. Untuk Surat 

. I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai 
berikut: 

Pasal I 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 130LAANG 
MONGONDOW NO MOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BIAY !\ 
PERJAL!\NAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PE,JABAT 
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI 
NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG 
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

21. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 58 
Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa.ten Bolaang 
Mongondow Tahun Anggaran 2017; 



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 'l'/\1 IUN :2.017 
NOMOR ... 

Diundangkan di Lolak 
pada tan al l l ij\AV\l 2017 

Ditetapkan di Lolak 

'·\(~-Bj._Y!\?~)1 OEPREDJO MOKOAGOW 

Agar set:iap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Perjalanan Dinas (SPD) clitandatangani oleh PA/J(P/\/i>cj:tl>:il 
Pembuat Komitmen (PPK); 

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditambah I (satu) huruf ynil u h u ru l i 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 
i. Bagi Carnat Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani olcli /\sisl<'n 

Sekretaris Daerah dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatnug.ui: 
oleh PA/KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga berbunyi scbugai bcrikut : 
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat 

didelegasikan kepada Asisten Sekretaris Dacrah dan/atau Kcpala 
Perangkat Daerah sesuai lingkup kewenangannya masing-rnasing. 

7. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
(5) PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang menerbitkan 

SPD serta menetapkan moda transportasi yang digunakan, dengan 
memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas 
dimaksud. 

8. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah schingga berbunyi sebagai berikut: 
(6) SPD sebagaimana dimaksucl pada ayat (5) dibuat sesuai dcngan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

.. 


